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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Keberhasilan suatu negara dalam pembangunan nasional sangat ditentukan 

dengan pemasukan negara itu, yang mana salah satu pemasukannya berasal dari 

pajak. Pengertian pajak Berdasarkan UU  KUP Nomor 28 Tahun 2007, pasal 1, ayat 

1, adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Jika ditinjau dari lembaga pemungutnya, pajak dibedakan menjadi dua, 

yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat sendiri adalah pajak 

yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang, yang wewenang 

pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk 

membiayai pemerintah pusat dan pembangunan. Pajak pusat juga dapat diartikan 

sebagai pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal 

Pajak (DJP) dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara 

dan pembangunan yang tercakup dalam APBN. Pajak pusat yang ada di Indonesia 

saat ini antara lain, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan Sektor 

Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (PBB-P3), dan Bea Materai. Dan untuk 

Pajak Daerah berdasarkan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) adalah 

kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. Hal ini berarti wewenang pemungutan pajak daerah 

berada pada pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai 

pemerintah daerah yang terakumulasi dalam pendapatan asli daerah (PAD) 

dalam APBD. Sama seperti pajak pusat, pajak daerah pun banyak jenisnya, secara 

lebih terperinci, berdasarkan pada Pasal 2 UU PDRD, pajak daerah diklasifikasikan 

kembali menjadi pajak provinisi dan pajak kabupaten/kota. 
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Salah satu yang merupakan pajak daerah adalah pajak bumi dan bangunan 

(PBB), pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah sebuah pungutan wajib yang 

diambil oleh pemerintah terhadap suatu bangunan yang digunakan sebagai tempat 

tinggal, perusahaan, maupun pelaku bisnis kecil dan menengah. PBB muncul sebab 

adanya keuntungan ekonomi yang didapatkan para pemilik bangunan, entah itu 

sebagai tempat tinggal atau memulai sebuah usaha. Besarannya pun pasti berbeda-

beda. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan salah satu aparatur 

pada BPKAD Kabupaten Jepara  Pajak Bumi dan Bangunan adalah salah satu pajak 

daerah yang perannya cukup penting, pendapatan cukup besar, dan sangat potensial 

terhadap pertumbuhan ekonomi daerah apabila dikelola dengan maksimal.   

Pada dasarnya PBB menggunakan dua sistem pemungutan yaitu sistem Self 

Assessment dan Official Assessment, yang mana kedua sistem ini diterapkan dalam 

kegiatan yang berbeda yaitu Sistem Self Assessment diterapkan dalam kegiatan 

menyerahkan SPOP, sedangkan Sistem Official Assessment diterapkan dalam 

penentuan besarnya PBB. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mempunyai peran yang 

cukup penting dalam pendapatan asli daerah jika dikelola dengan  optimal dan 

efisien. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sendiri merupakan sumber penerimaan 

yang sangat potensial bagi daerah. 

1.2 Ruang Lingkup Penletian 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka ruang lingkup 

pada tugas akhir ini meliputi : 

1. Gambaran umum perpajakan. 

2. Gambaran umum Pajak Bumi dan Bangunan.  

3. Prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada BPKAD Kabupaten 

Jepara. 

4. Kendala dalam Prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada BPKAD 

Kabupaten Jepara. 

5. Perbandingan Pajak Bumi dan Bangunan  

1.3 Tujuan Pemulisan dan Kegunaam Penulisan 

Secara garis besar Tujuan dan Manfaat Penulisan Tugas Akhir dapat 

diuraikan sebagai berikut. 
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1.3.1 Tujuan penulisan 

Adapun tujuan dari penulisan Tugas Akhir adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan umum 

Untuk mempelajari dan mengetahui impelementasi atau penerapan pemungutan 

Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

(BPKAD) Kabupaten Jepara. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten Jepara. 

b. Menambah pengetahuan tentang pajak daerah terkhusus Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB). 

1.3.2 Kegunaan penulisan 

Adapun kegunaan dan manfaat dari penulisan Tugas Akhir ini, diantaranya 

adalah: 

1. Bagi Praktis/ Perusahaan 

a. Memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan masukan dan 

pertimbangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) 

Kabupaten Jepara tentang penerapan pemungutan Pajak Bumi dan 

Bangunan. 

2. Bagi Mahasiswa 

a. Dapat dijadikan bahan pengetahuan dan pemahaman bagaimana sistem 

pemumguntan Pajak Bumi dan bangunan di Badan Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah Kabupaten Jepara. 

b. Dapat dijadikan pengalaman bagaimana penerapan dalam mengatur Pajak 

Bumi dan Bangunan. 

3. Bagi Akademisi 

a. Hasil penelitian dan penulisan tugas akhir dapat dipergunakan sebagai 

mana mestinya oleh Tenaga Kependidikan khususnya bidang Administrasi 

Pajak dan dapat juga digunakan sebagai bahan acuan untuk perkembangan 

kurikulum ajar. 
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1.4 Cara Pengumpulan Data 

Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis membutuhkan data yang nantinya 

dapat digunakan untuk mendukung kelancaran penyusunan Tugas Akhir. Data 

yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ada 2 (dua) jenis data yaitu Data 

Primer dan Data Sekunder. Sedangkan untuk Proses pengumpulan data terdapat 3 

(tiga) cara yaitu, pengumpulan dokumen, wawancara dan hasil observasi yang 

selanjutnya akan dibahas di bawah ini: 

1.4.1 Metode Pengumpulan Data 

Penulis dalam melaksanakan penulisan tugas akhir menggunakan Metode 

Studi Pustaka. Metode pengumpulan data tersebut dilakukan dengan cara membaca 

dan mempelajari literatur-literatur maupun buku-buku yang erat kaitannya dengan 

ketentuan-ketentuan tentang Pajak Bumi dan Bngunan di BPKAD Kabupaten 

Jepara. Sistem pemungutan dan dampak terhadap pertumbuhan ekonmi, Metode ini 

dilakukan penulis guna untuk memperkuat data dan pemahaman dalam membuat 

Karya  Tulis Tugas Akhir. 

1.4.2 Jenis Data 

Penulis dalam melaksanakan tugas akhir menggunakan Data Sekunder. 

Data yang diperoleh penulis memlaui media perantara aau secara tidak langsung 

yakni mendapat data dari blog di internet dam buku untuk memperkuat data yang 

telah diperoleh dan tertuliskan di karya Tulis Tugas Akhir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

 

BAB II 

GAMBARAN UMUM BPKAD KAB. JEPARA 

2.1 Sejarah Berdirinya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah   

Kab. Jepara 

Berdasarkan peraturan Bupati Jepara Nomor 35 Tahun 2012 tentang 

penjabaran tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

(BPKAD) Kabupatrn Jepara mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan 

pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang 

Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah. Dalam melaksanakan tugas 

dan fungsinya,  Badan pengelolaan keuangan dan Aset daerah (BPKAD) Didukung 

oleh unit-unit yang diarahkan untuk melayani secara langsung maupun tidak 

langsung  pemangku kepentingan atau masyarakat atau  stake holders  sebagai 

pelayanan publik.  

Untuk itu telah dilakukan reformasi birokrasi pada hakekatnya merupakan 

upaya untuk melakukan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan 

pemerintahan terutama menyangkut aspek kelembagaan organisasi 

ketatalaksanaan (Proses bisnis) dan sumber daya manusia. sejak dicanangkan 

reformasi birokrasi tahun 2002.  badan pengelolaan keuangan  dan Aset daerah 

setelah berusaha menerapkan standar pelayanan dalam memberikan pelayanan 

kepada publik. 

Reformasi dalam rangka pelayanan publik ini lebih terasa semakin penting 

dengan ditambahkannya beban pekerjaan yaitu melakukan pengelolaan pajak bumi 

dan bangunan perdesaan dan perkotaan ( pbb p2)  sejak tahun 2014 sehingga sejak 

tahun 2014 badan pengelolaan keuangan dan Aset daerah melayani 11 jenis 

pajak.  ini hal ini ini mengakibatkan lingkup pelayanannya semakin menjadi di 

semakin meluas dengan bertambahnya wajib pajak yang harus dilayani. untuk 

mencegah hal tersebut sejak tahun 2013 khusus Pelayanan Pajak Daerah disiapkan 

gedung sendiri yang beralamat di Jalan Sidik Harun nomor 2 Ujung Batu 

Jepara.  hal ini dimaksud guna untuk semakin meningkatkan pelayanan yang 

maksimal terhadap masyarakat. Untuk memberikan gambaran singkat mengenai 

tempat Pelayanan Pajak daerah BPKAD  Kabupaten Jepara,  sebagai bahan 
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informasi penilaian lomba citra pelayanan publik dalam rangka HUT RI Ke 

69  tahun 2014.  

2.2  Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan  dan  

Aset Daerah 

Dalam sebuah perusahaan visi, misi, dan tujuan adalah suatu hal yang sudah 

tidak asing dan selalu ada di dalamnya agar dapat mengetahui hasil yang akan dituju 

dan menpersiapkan langkah-langkah untuk mendapatk goalsnya. Visi merupakan 

impian suatu perusahaan, sedangkan misi merupakan tahapan-tahapan yang harus 

ditempuh untuk mewujudkan visi perusahaan. Adapun tujuan adalah penjabaran 

dari visi dan misi, dan merupakan hal yang akan dicapai oleh suatu perusahaan. 

Berikut ini merupakan Visi, Misi, dan Tujuan Badan Pengelolaan Keuangaan dan 

Aset Daerah (BPKAD) Kab. Jepara: 

2.2.1  Visi BPKAD Kab. Jepara 

“Mewujudkan Jepara Madani Yang Berkarakter Maju Dan Berdaya 

Saing” Berkakarter“, dengan mengacu pada misi Pemerintah Kabupaten Jepara 

maka Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah akan melaksanakan makna 

yang terkandung dalam visi tersebut yang dapat dijelaskan sebagai berikut : 

 Madani yaitu daerah yang memiliki ahlak mulia, peradaban maju, modern, 

kreatif, bekerja keras, bertanggung jawab, menguasai ilmu pengetahuan dan 

teknologi memiliki kesadaran sosial yang kuat, gotong royong, toleran, dalam 

sistem politik yang demokratis dan ditopang oleh supremasi hukum yang 

berkeadilan, berpendidikan maju, berbudaya, aman, nyaman, damai, sejahtera, 

bertanggungjawab serta berlandaskan iman dan taqwa. 

Berkarakter menunjukkan bahwa Kabupaten Jepara sebagai kota yang 

memiliki watak, kepribadian yang arif dan religius dengan mempertahankan 

budaya lokal yang tercermin dalam perilaku warga yang berlandaskan falsafah 

pancasila serta menjaga keseimbangan sumber daya alam secara turun temurun 

dengan aktifitas kehidupan masyarakatnya. Selain itu, ciri dan potensi sumberdaya 

alam yang dimiliki Jepara cukup menunjukkan keunggulannya dibandingkan 

dengan daerah lain. Jepara memiliki sumber daya yang hampir sempurna, yakni 

meliputi pegunungan, hutan, pemukiman, pesisir dan kepulauan. 
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Maju artinya bahwa pelaksanaan pembangunan daerah senantiasa 

dilandasi dengan keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan yang lebih 

baik didukung oleh sumber daya manusia yang handal, berdaya saing serta 

pengelolaan pembangunan yang berkelanjutan sehingga mampu menyesuaikan dan 

mengikuti tuntutan perkembangan jaman. Perwujudan kemajuan tercermin dari 

sikap dan perilaku masyarakat yang tanggap dan antisipatif terhadap perkembangan 

dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai alat untuk meningkatkan 

kualitas kehidupan, melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan, dan 

implementasi nilai-nilai universal masyarakat modern. 

Berdaya saing artinya kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai 

pertumbuhan, tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan siap 

berkompetisi  ditingkat lokal, regional, nasional dan internasional berbasis pada 

potensi unggulan daerah. Sebagai kota industri yang melakukan transaksi ekonomi 

baik regional maupun internasional, Jepara memiliki kemampuan daya saing yang 

cukup tinggi, didukung dengan banyaknya penduduk yang bekerja di sektor 

industri, ditopang oleh pengembangan infrastruktur ekonomi yang memadahi, pasar 

yang prospektif, sumber daya manusia yang kompetitif, regulasi yang mendukung, 

pelestarian lingkungan dan dukungan sumberdaya energi serta sumber daya 

lainnya.  

2.2.2  Misi BPKAD Kab. Jepara 

Menurut Permendagri No. 86 Tahun 2017, Misi adalah rumusan umum 

mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dalam 

rangka mewujudkan Visi Pembangunan  Jangka menengah Kabupaten Jepara - 

2022 seperti yang telah ditetapkan di atas, maka dirumuskan misi penmbangunan 

kabupaten jepara sebagai berikut : 

1. Memperkuat Potensi Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Religius dan 

Berbudaya 

2. Pendayagunaan Sumberdaya Alam yang Seimbang untuk Kesejahteraan 

Masyarakat 

3. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Progresif dan Mandiri 

4. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan 
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5. Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan yang baik (good governance) dan 

Pelayanan Publik yang Profesional 

2.2.3  Tujuan BPKAD Kab. jepara 

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh BPKAD Kab. Jepara Yaitu : 

Semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala 

sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah 

berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut dapat dikelola secara 

tertib, taat pada peratutan perundang-undangan, efisien, ekonomi, efektif, 

transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan 

kepatuhan. 

2.3 Logo Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Jepara. 

Logo adalah suatu instrumen yang menggambarkan harga diri dimana 

seluruh nilainya bisa mewujudkan citra yang baik dan mampu dipercaya. Suatu 

logo akan membuat masyarakat mengingat dan mengenal suatu bentuk entitas tanpa 

harus membaca deskripsi maupun penjelasan tentang entitas tersebut. Seperti yang 

sudah kita ketahui, logo memiliki fungsi untuk menggambarkan identitas diri pada 

suatu entitas, kepemilikan, jaminan kualitas, atau untuk menghindari adanya 

peniruan atau pembajakan.Logo BPAKD Kab. Jepara dapat dilihat pada Gambar 

2.1 berikut. 

Gambar 2. 1  

Logo BPKAD Kab. Jepara 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: https://bpkad.jepara.go.id 
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2.4 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kab. Jepara 

Struktur Organiusai adalah susuanan dan huubungan antara tiap bagian serta 

posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan 

operasional muntuk mencapai tujuan yang diharapkan dan diingnkan. Adapun 

struktur orgasnisassi dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. 

Jepara sebagai berikut :  

Gambar 2. 2 

Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. 

Jepara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: repository.umy.co.id 

2.5 Susunan Kepegawaian dan Tugasnya Masing-masing di BPKAD Kab. 

Jepara 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, mempunyai tugas membantu 

Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi kewenangan Daerah 

Kabupaten. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Daerah, mempunyai  fungsi : 

1. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; 
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2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan 

lingkup tugasnya; 

3. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;  

4. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; 

5. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 

fungsinya. 

2.5.1  Kepala BPKAD Kab. Jepara 

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Daerah,mempunyai 

tugas memimpin dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

BPKAD Kab. Jepara 

2.5.2  Sektretariat BPKAD Kab. Jepara 

1. Sekretariat mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan, kebijakan, 

pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, 

kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan, ketatausahaan, 

kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi 

dilingkungan dinas perindustrian dan perdagangan 

2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan           

bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset 

Daerah.. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud , Sekretariat 

mempunyai fungsi: 

a. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah; 

b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 

c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, 

hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, 

kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah; 

d. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di 

lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 
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e. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah 

(SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi; 

f. penyelenggaraan  pengelolaan  barang  milik/kekayaan  daerah  dan 

pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah; 

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup 

tugasnya; 

h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan fungsinya. 

i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas 

dan fungsinya. 

3. Sekretariat terdiri dari: 

a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi  

b. Sub Bagian Keuangan 

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

4. Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang 

Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.  

a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi  mempunyai tugas menyusun 

rencana dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan serta laporan Instansi. 

Untuk menyelenggarakan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi 

mempunyai fungsi: 

1.) perencanaan kegiatan dan pengendalian program kerja serta 

pelaporan ; 

2.) penyusunan dan mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis, 

Penetapan Kinerja, Rencana Kerja dan Anggaran serta Laporan 

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah; 

3.) pelaksanaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah dan laporan-laporan insidentil; 

4.) pelaksanaan pengumpulan, penelitian, analisa, pengelolaan, penyajian 

data dan menyiapkan bahan laporan kinerja Badan serta menyusun 

bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana; 
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5.) penyusunan laporan sesuai dengan bidang tugasnya; 

6.) pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di 

bidang Perencanaan Keuangan dan program kegiatan, penelitian dan 

membuat pelaporan kegiatan Badan; 

7.) pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasannya untuk 

menyelesaikan masalah sesuai lingkup tugasnya; 

8.) pengkoordinasian pelaksanaan tugas secara internal dan sesuai 

lingkup tugasnya; 

9.) pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja sesuai lingkup tugasnya; 

10.) penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja dan keuangan sesuai 

lingkup tugasnya; 

11.) pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya; 

12.) penyelenggaraan kegiatan administrasi Sub Bagian Perencanaan dan 

Evaluasi ; 

13.) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris 

sesuai dengan fungsinya. 

b. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi penata 

usahaan keuangan, pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban 

administrasi keuangan. Untuk menyelenggarakan tugas Sub Bagian 

Keuangan mempunyai fungsi:  

1.) perencanaan keuangan Badan; 

2.) penyusunan anggaran belanja langsung dan tidak langsung; 

3.) pelaksanaan kegiatan perbendaharaan meliputi pembukuan, verifikasi, 

rekapitulasi dan dokumentasi pelaksanaan belanja langsung dan tak 

langsung; 

4.) penyusunan laporan perhitungan dan pertanggungjawaban keuangan; 

5.) pelaksanaan koordinasi secara internal di lingkungan unit kerja; 

6.) pelaksanaan  dan pengkoordinasian pengelolaan administrasi 

keuangan dan akuntansi Badan; 

7.) pembuatan laporan sesuai dengan bidang tugasnya; 
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8.) pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis 

dibidang keuangan; 

9.) pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasannya untuk 

menyelesaikan masalah sesuai lingkup tugasnya; 

10.) pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas sesuai lingkup tugasnya; 

11.) pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja sesuai lingkup tugasnya; 

12.) penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja dan keuangan sesuai 

lingkup tugasnya; 

13.) pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya; 

14.) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris 

sesuai dengan fungsinya. 

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan 

urusan surat menyurat, kearsipan, kerumahtanggaan, perjalanan dinas, 

perlengkapan, dan kepegawaian. Untuk menyelenggarakan tugas 

sebagaimana yang dimaksud Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

mempunyai fungsi : 

1) penyusunan rencana anggaran kebutuhan barang; 

2) penyusunan data dan administrasi inventaris Badan; 

3) pelaksanaan ketatalaksanaan umum meliputi administrasi umum, surat 

menyurat, kearsipan dan administrasi kepegawaian; 

4) pelaksanaan kegiatan rumah tangga dan perjalanan dinas; 

5) pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran; 

6) pelaksanaan pengelolaan barang inventarisasi Badan; 

7) pengurusan mutasi, diklat, kesejahteraan pegawai, hak dan kewajiban 

pegawai; 

8) pelaksanaan tugas pembinaan administrasi umum dan kepegawaian; 

9) pelaksanaan koordinasi secara internal di lingkungan unit kerja; 

10) pelaksanaan kehumasan dan keprotokolan; 

11) pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di 

bidang Umum dan kepegawaian; 
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12) pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasannya untuk 

menyelesaikan masalah sesuai lingkup tugasnya. 

13) pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas sesuai lingkup tugasnya. 

14) penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja dan keuangan sesuai 

bidang tugasnya; 

15) pelaksanaan monitoring dan evaluasi, dan membuat laporan kinerja 

sesuai lingkup tugasnya; 

16) pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya 

17) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

2.5.3  Pendapatan 

1. Bidang Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan pendaftaran, pendataan, 

penilaian, pengembangan, penyuluhan pendapatan, pemantauan, pengkajian, 

penetapan, penagihan, pengolahan pajak dan retribusi daerah, penyelesaian 

sengketa pajak serta pengelolaan sumber pendapatan dana transfer daerah. 

2. Bidang Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengelolaan keuangan dan Aset  

Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud  dengan yang 

Bidang Pendapatan mempunyai fungsi ; 

a. penyusunan program kerja dan rencana pendapatan daerah seta 

melaksanakan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan; 

b. penyusunan kebijakan tehnis di bidang pendapatan daerah; 

c. pelakasanaan pendaftaran, pendataan, penilaian dan penetapan pajak 

daerah dan retribusi daerah; 

d. pengolahan data dan informasi pajak daerah dan retribusi daerah; 

e. pelaksanaan intensifikasi dan pajak ekstensifikasi sumber pungutan pajak 

daerah, pendapatan non pajak dan pendapatan daerah lainnya ; 

f. pengkoordinasian ke instansi terkait untuk melaksanakan penerimaan 

pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan dan bagi hasil 

pajak; 

g. penerbitan surat ketetapan pajak dan retribusi daerah; 
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h. penetapan pajak dan retribuisi daerah; 

i. pelaksanaan penagihan , pemeriksaan, pengawasan dan pelaporan serta 

penyelesaian sengketa pajak daerah; 

j. pelaksanaan monitoring dan evalusasi pelaksanaan kegiatan pemungutan 

pendapatan daerah; 

k. pengkoordinasian pemungutan,  pembayaran pajak dari wajib pajak dan 

mengkoordinasikan pelaksanaan penagihan dan setoran kepada yang 

berwenang; 

l. pengelolaan pendapatan daerah yang bersumber dari pungutan pajak 

daerah dan penerimaan non pajak serta pendapatan daerah lainnya / dana 

transfer daerah;  

m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan 

pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai tugas dan fungsinya. 

3. Bidang Pendapatan, membawahi : 

a. Sub Bidang Pendataan , Penetapan dan Pelaporan Pajak; 

b. Sub Bidang Pengawasan, Penagihan dan Penyelesaian Sengketa Pajak ; 

c. Sub Bidang Pelaporan Retribusi dan Dana Transfer. 

4. Masing-masing Sub Bidang  sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin 

oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada 

Kepala Bidang Pendapatan.  

a. Sub Bidang  Pendataan , Penetapan dan Pelaporan Pajak mempunyai tugas 

melaksanakan kegiatan pelayanan, penyuluhan, pendaftaran, pendataan, 

penilaian, pengolah data dan informasi, penetapan, dan pelaporan serta 

membantu penyuluhan dan pendataan Pajak Provinsi dan Pajak Pusat. 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dengan yang dimaksud Sub 

Bidang  Pendataan , Penetapan dan Pelaporan Pajak mempunyai fungsi :  

1.) pelaksanaan, pelayanan dan penyuluhan perpajakan daerah; 

2.) pengelolaan pengaduan wajib pajak mengenai pelayanan dan teknis 

perpajakan; 

3.) pemutakhiran data dan informasi perpajakan; 
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4.) pengelolaan data, pengamatan potensi Pajak Daerah dan penyajian 

informasi perpajakan dan perekaman; 

5.) perhitungan dan penataan Pajak Daerah dan denda atas keterlambatan 

pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku; 

6.) pendataan dan penilaian atas subyek dan obyek Pajak Daerah; 

7.) pelaksanaan kebijakan serta teknis pengawasan pajak daerah dan 

penyelesaian sengketa pajak dan pelaporan pengawasan pajak daerah 

dan penyelesaian sengketa pajak 

8.) membantu pengelolaan Pajak Propinsi dan pusat dalam hal 

penyuluhan, pendaftaran dan pendataan; 

9.) pembuatan kartu data untuk setiap jenis obyek dan subyek Pajak 

Daerah 

10.) penyusunan potensi pajak daerah sebagai sebagai bahan estimasi 

potensi pajak daerah dan menetapkan rencana pendapatan pajak 

daerah, 

11.) melakukan kegiatan pendataan  wajib pajak daerah baru sebagai dasar 

penyusunan potensi pendapatan pajak daerah, 

12.) pelaksanaan tugas-tugas lain yang ditugaskan Kepala Bidang 

Pendapatan sesuai tugas dan fungsinya 

 Sub Bidang  Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa Pajak mempunyai 

tugas melaksanakan  kegiatan Penagihan, pemeriksaan, pengawasan dan membantu 

penagihan Pajak Propinsi/Pusat di Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas 

sebagaimana dengan yang dimaksud , Sub Bidang  Penagihan, Pelaporan Pajak dan 

Penyelasai Sengketa  Pajak mempunyai fungsi :  

1. penagihan Pajak Aktif dan yang telah melalui masa jatuh tempo dan proses 

pemberian surat teguran dan surat perintah melaksanakan penyitaan dan 

pengajuan surat penetapan pelelangan kepada Kantor Lelang Negara 

2. penundaan dan angsuran tunggakan pajak 

3. pengusulan penghapusan piutang pajak 

4. pemeriksaan atas pembayaran Pajak Daerah yang dihitung dan bibayar sendiri 

oleh Wajib Pajak 
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5. penginventarisasian data-data sengketa pajak daerah sesuai peraturan 

perundang undangan yang berlaku secara periodik. 

6. pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan pajak daerah dan 

penyelesaian sengketa pajak 

7. penginventarisasian masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan 

pengawasan pajak daerah dan penyelesaian sengketa pajak daerah. 

8. pelaksanaan pengawasan kegiatan pemungutan pajak daerah   

9. pengkoordinasian usaha pemecahan masalah dalam kegiatan pengawasan dan 

penyelesaian sengketa pajak daerah; 

10. penyiapan dan pembuatan laporan kinerja; 

11. membantu pengelolaan Pajak Provinsi dan Pusat dalam hal penagihan dan 

pelaporan; 

12. pelaksanaan tugas-tugas lain yang ditugaskan Kepala Bidang Pendapatan sesuai 

tugas dan fungsinya 

Sub Bidang  Pelaporan Retribusi dana Transfer mempunyai tugas 

melaksanakan pendaftaran, pendataan, penetapan, pelaporan, penagihan, 

penyuluhan dan penyelesaian keberatan / kerugian Retribusi Daerah serta 

Pendapatan lain-lain. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dengan yang 

dimaksud , Sub Bidang  Pelaporan Retribusi dana Transfer mempunyai fungsi :  

1. Pendaftaran dan pendataan Wajib Retribusi Daerah; 

2. Penyelesaian keberatan, pembetulan surat keputusan pengurangan sanksi 

administrasi dan proses banding atas pengajuan Wajib Retribusi Daerah; 

3. Penyiapan dan pembuatan laporan kinerja; 

4. Penetapan dan penagihan retribusi daerah, serta pengumpulan dan pengelolaan 

data obyek Retribusi dan sumber pendapatan lain-lain ; 

5. Penyuluhan dan pelayanan kepada wajib retribusi daerah; 

6. Pengolah data dan pengamatan potensi Retribusi Daerah 

7. pelaksanaan tugas-tugas lain yang ditugaskan Kepala Bidang Pendapatan sesuai 

tugas dan fungsinya 
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2.5.4  Anggaran BPKAD Kab. Jepara 

1. Bidang Anggaran mempunyai tugas menyusun program dan melaksanakan 

penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan APBD dan 

Perubahan APBD berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dari 

SKPD, menyiapkan DPA/DPPA, dan administrasi penyusunan anggaran. 

2. Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dengan yang dimaksud, 

Bidang Anggaran mempunyai fungsi : 

a. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan dan 

pengendalian APBD dan/atau APBD Perubahan. 

b. Penyelenggaraan koordinasi kegiatan perencanaan, penyusunan, 

pelaksanaan dan pengendalian Anggaran Daerah. 

c. Perumusan penyusunan pedoman penganggaran dan petunjuk pelaksanaan 

APBD. 

d. Penelitian RKA SKPD dan RKA PPKD guna penyusunan RAPBD. 

e. Persiapan dan pelaksanaan penyusunan RAPBD. 

f. Pelaksana koordinasi pembahasan RAPBD menjadi APBD. 

g. Pelaksana penelitian DPA/DPPA SKPD dan DPA/DPPA PPKD sebagai 

dasar pelaksanaan anggaran. 

h. Pelaksana koordinasi intern dan antar bidang/unit kerja/ instansi terkait 

untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

i. Pelaksana konsultasi dan evaluasi penyusunan APBD dan/atau Perubahan 

APBD ke Pemerintah Provinsi/Pusat. 

j. Penyusunan Nota Keuangan. 

k. Penyelenggaraan kegiatan administrasi  Bidang. 

l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai tugas dan fungsinya 

3. Bidang Anggaran terdiri dari : 

a. Sub Bidang  Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Daerah ; 

b. Sub Bidang  Pelaksanaan dan Pengendalian Anggaran Daerah; 
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4. Masing-masing Sub Bidang  sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin 

oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada 

Kepala Bidang Anggaran. 

Sub Bidang  Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Daerah mempunyai 

tugas menyusun program dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis 

perencanaan dan penyusunan perencanaan anggaran daerah. Untuk 

menyelenggarakan tugas sebagaimana dengan yang dimaksud , Sub 

Bidang  Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Daerah mempunyai fungsi : 

1. pengumpulan dan penganalisaan data dalam rangka perencanaan dan 

penyusunan anggaran daerah. 

2. perumusan dan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang penganggaran. 

3. kegiatan koordinasi kegiatan perencanaan dan penyusunan penganggaran 

daerah. 

4. penelitian RKA PPKD guna penyusunan RAPBD. 

5. penyusunan Nota Keuangan penyediaan data penyusunan RAPBD/RAPBDP 

Belanja Tidak Langsung. 

6. melakukan koordinasi penelitian DPA/DPPA. 

7. melaksanakan monitoring dan evaluasi perencanaan dan penyusunan anggaran 

daerah. 

8. penyelenggaraan kegiatan administrasi Sub Bid  Perencanaan dan Penyusunan 

Anggaran Daerah. 

9. pelaksanaan koordinasi kegiatan-kegiatan dibidangnya. 

10. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran 

sesuai tugas dan fungsinya. 

Sub Bidang  Pelaksanaan dan Pengendalian Anggaran Daerah mempunyai 

tugas menyusun program dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis 

penyusunan RAPBD dan perubahan APBD meliputi belanja tidak langsung dan 

belanja langsung. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dengan yang 

dimaksud , Sub Bidang  Belanja mempunyai fungsi : 

1. melaksanakan pengumpulan dan penganalisaan data dalam rangka pelaksanaan 

dan pengendalian anggaran daerah. 
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2. melaksanakan perumusan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan APBD 

dan pengendalian anggaran daerah. 

3. melaksanakan kegiatan koordinasi pelaksanaan dan pengendalian anggaran 

daerah. 

4. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penyusunan RAPBD. 

5. melaksanakan penelitian DPA/DPPA sebagai dasar pelaksanaan APBD. 

6. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pengendalian anggaran 

daerah. 

7. melaksanakan konsultasi dan evaluasi penyusunan APBD dan/atau Perubahan 

APBD; 

8. penyelenggaraan kegiatan administrasi Sub Bid  Pelaksanaan dan Pengendalian 

Anggaran Daerah; 

9. pelaksanaan koordinasi kegiatan-kegiatan di bidangnya; 

2.5.5  Bendahara dan Kas Daerah 

1. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah mempunyai tugas melaksanakan 

proses penatausahaan keuangan daerah dalam penerbitan Surat Perintah 

Pencairan Dana (SP2D), menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan 

Anggaran Kas, pengujian penagihan, pembinaan bendahara, 

menyelenggarakan administrasi penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran 

kas daerah, pelaksanaan dan pengelolaan utang dan piutang daerah serta 

pengelolaan investasi daerah. 

2. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dipimpin oleh seorang kepala yang 

berada     di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas Bidang 

Perbendaharaan dan Kas Daerah mempunyai fungsi : 

a. pengumpulan dan penganalisaan data di bidang Perbendaharaan dan Kas 

Daerah; 

b. perumusan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan APBD; 

c. perumusan pedoman dan petunjuk pelaksanaan mekanisme penerimaan, 

penyimpanan dan pengeluaran kas umum daerah; 

d. menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD); 
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e. melaksanakan koreksi bahan untuk penyusunan anggaran kas;  

f. meneliti Surat Penyediaan Dana (SPD) sebagai dokumen yang menyatakan 

ketersediaannya dana untuk melaksanakan kegiatan;  

g. menerbitkan SP2D; 

h. penyelenggaraan administrasi perbendaharaan dan kas daerah; 

i. pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan 

/ atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk; 

j. pengusahaan dan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan 

APBD; 

k. pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna 

anggaran atas beban rekening kas umum daerah; 

l. pelaksanaan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan 

investasi; 

m. penyiapan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama 

pemerintah daerah; 

n. penyiapan pelaksanaan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah; 

o. pelaksanaan pengelolaan utang dan piutang daerah dan investasi daerah; 

p. pelaksanaan penagihan piutang daerah; 

q. koordinasi kegiatan-kegiatan di bidangnya; 

r. penyelenggaraan kegiatan administrasi Bidang perbendaharaan dan Kas 

Daerah; 

s. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah sesuai tugas dan fungsinya. 

3. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah terdiri dari : 

a. Sub Bidang  Perbendaharaan; 

b. Sub Bidang  Verifikasi; 

c. Sub Bidang  Kas Daerah; 

4. Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin 

oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada 

Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah. 
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a. Sub Bidang  Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan tugas 

melaksanakan proses penatausahaan keuangan daerah dalam penerbitan 

Surat Perintah Pencairan dana (SP2D), pengujian penagihan, pembinaan 

bendahara, serta pelaksanaan dan pengelolaan utang dan piutang daerah. 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dengan yang dimaksud , Sub 

Bidang  Perbendaharaan mempunyai fungsi: 

1) pengumpulan dan penganalisaan data di bidang perbendaharaan; 

2) perumusan pedoman dan petunjuk pelaksanaan mekanisme pengeluaran 

atas beban APBD; 

3) menyiapkan bahan koordinasi dengan bidang unit kerja terkait untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas;  

4) menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) 

5) menyiapkan bahan belanja langsung maupun tidak langsung daerah 

guna penyusunan Surat Penyediaan Dana (SPD) SKPD;  

6) menerbitkan SP2D; 

7) penyiapan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama 

pemerintah daerah; 

8) penyiapan pelaksanaan pemberian pinjaman atas nama pemerintah 

daerah; 

9) pelaksanaan pengelolaan utang dan piutang daerah; 

10) pelaksanaan penagihan piutang daerah; 

11) koordinasi kegiatan-kegiatan di bidangnya; 

12) penyelenggaraan kegiatan administrasi Sub Bid  perbendaharaan; 

13) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang 

Perbendaharaan dan Kas Daerah sesuai tugas dan fungsinya. 

b. Sub Bidang  Verifikasi mempunyai tugas melaksanaan koordinasi verifikasi 

pengelolaan keuangan daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana 

dengan yang dimaksud , Sub Bidang  Verifikasi mempunyai fungsi: 

1) pengumpulan dan penganalisaan data di bidang verifikasi pengelolaan 

keuangan daerah; 
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2) perumusan pedoman dan petunjuk teknis verifikasi pengelolaan 

keuangan daerah; 

3) pembinaan petugas verifikasi SKPD; 

4) fasilitasi penelitian dan verifikasi penerimaan daerah; 

5) fasilitasi penelitian dan verifikasi pengeluaran daerah; 

6) penyelenggaraan kegiatan administrasi Sub Bid  Verifikasi; 

7) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Perbendaharaan dan Kas Daerah sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya. 

c. Sub Bidang  Kas Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi 

penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran Kas Daerah. Untuk 

menyelenggarakan tugas sebagaimana dengan yang dimaksud , Sub 

Bidang  Kas Daerah mempunyai fungsi : 

1) pengumpulan dan penganalisaan data di bidang administrasi 

penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran Kas Daerah; 

2) perumusan pedoman dan petunjuk pelaksanaan mekanisme 

penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran Kas Daerah; 

3) penyelenggaraan administrasi penerimaan, penyimpanan dan 

pengeluaran kas daerah; 

4) menyiapkan bahan untuk penyusunan anggaran kas pendapatan;  

5) pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh 

Bank dan/atau lembaga keuangan yang ditunjuk; 

6) pengusahaan dan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan 

APBD 

7) pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna 

anggaran atas beban rekening kas umum daerah; 

8) pelaksanaan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan 

investasi; 

9) koordinasi kegiatan-kegiatan di bidangnya; 

10) penyelenggaraan kegiatan administrasi Sub Bid  Kas Daerah; 
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11) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang 

Perbendaharaan dan Kas Daerah sesuai tugas dan fungsinya. 

2.5.6   Bidang Akuntansi dan Aset Daerah 

Bidang Akuntansi dan Aset Daerah mempunyai tugas menyusun program 

dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis akuntansi dan melaksanakan 

penyusunan laporan bulanan, triwulanan dan semesteran serta laporan keuangan 

terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas 

laporan keuangan serta penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa yang meliputi 

perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penerimaan, 

penyimpanan, penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfataan, 

pemeliharaan, pengamanan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, 

pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi 

serta mengoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada 

pada masing-masing satuan kerja perangkat daerah. 

Bidang Akuntansi dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang kepala yang 

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana 

dimaksud , Bidang Akuntansi dan Aset Daerah mempunyai fungsi: 

1. menyusun perumusan kebijakan teknis di bidang akuntansi keuangan ;  

2. mempersiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan akuntansi pendapatan 

dan belanja daerah;  

3. melaksanakan administrasi/pembukuan keuangan, meneliti, menghimpun 

laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara periodik laporan bulanan, triwulanan 

dan semesteran sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sesuai 

ketentuan akuntansi;  

4. melaksanakan koordinasi dengan SKPD lain dalam rangka kelancaran 

pelaksanaan tugas;  

5. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan evaluasi Laporan Keuangan ke 

Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri dengan bidang/unit kerja/instansi 

untuk kelancaran pelaksanaan tugas;  
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6. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengawasan berkaitan dengan tugas 

Bidang Akuntansi;  

7. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan laporan bulanan, triwulan 

dan semesteran serta laporan keuangan, yang terdiri dari realisasi anggaran, 

penyusunan neraca, arus kas dan catatan atas hasil laporan keuangan pemerintah 

kabupaten;  

8. menyusun rencana kegiatan dibidang pengelolaan barang daerah yang meliputi 

perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penerimaan, 

penyimpanan, penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfataan, 

pemeliharaan, pengamanan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, 

pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi 

sebagai pedoman dan petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan;  

9. menyusun daftar kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan 

pemeliharaan barang milik daerah sebagai dasar pelaksanaan pengadaan dan 

pemeliharaan barang milik daerah;  

10. melaksanakan sosialisasi dan pembinaan kebijakan pemerintah daerah dibidang 

pengelolaan barang daerah  

11. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 

12. penyusunan laporan realisasi semester dan prognosis; 

13. pengelolaan bagan akun standar 

14. penyusunan Kebijakan Akuntansi; 

15. penyusunan Kebijakan Kapitalisasi Aset Tetap; 

16. pembinaan petugas akuntansi SKPD; 

17. koordinasi kegiatan-kegiatan di bidangnya; 

18. penyelenggaraan kegiatan administrasi Bidang Akuntansi dan Aset Daerah; 

19. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah sesuai tugas dan fungsinya. 

Bidang Akuntansi dan Aset Daerah terdiri dari : 

1. Sub Bidang Akuntansi; 

2. Sub Bidang  Perencanaan dan Pemeliharaan Aset; 

3. Sub Bidang  Pengendalian dan Mutasi Aset 
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Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada 

dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Aset Daerah. 

Sub Bidang  Akuntansi mempunyai tugas melaksanaan sistem akuntansi dan 

pelaporan keuangan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 44, Sub Bidang  Akuntansi mempunyai fungsi: 

1. pengumpulan dan penganalisaan data di Bidang Akuntansi; 

2. perumusan pedoman dan petunjuk pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan 

keuangan; 

3. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 

4. penyusunan laporan realisasi semester dan prognosis; 

5. penyusunan Kebijakan Akuntansi; 

6. penyusunan Kebijakan Kapitalisasi Aset Tetap; 

7. pembinaan petugas akuntansi SKPD; 

8. koordinasi kegiatan-kegiatan di bidangnya; 

9. penyelenggaraan kegiatan administrasi Sub Bidang Akuntansi; 

10. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan 

Aset Daerah sesuai tugas dan fungsinya. 

Sub Bidang  Perencanaan dan Pemeliharaan Aset mempunyai tugas 

melaksanaan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengadaan 

barang daerah yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, 

standarisasi barang dan harga serta pengadaan barang daerah. Untuk 

menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud , Sub Bidang  Perencanaan dan 

Pemeliharaan Aset mempunyai fungsi: 

1. menyusun rencana kegiatan dibidang analisa dan penentuan kebutuhan, 

penganggaran, standarisasi barang dan harga serta pengadaan barang daerah 

sebagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan tugas;  

2. melaksanakan koordinasi di lingkungan kerjanya maupun dengan dinas/instansi 

terkait guna diperoleh keterpaduan kerja serta guna menghindari tumpang tindih 

pelaksanaan tugas;  
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3. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang 

berhubungan dengan perencanaan, analisa kebutuhan, penganggaran, 

standarisasi pengadaan barang daerah;  

4. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, penyusunan pedoman dan 

petunjuk teknis di bidang analisa kebutuhan dan pengadaan barang daerah;  

5. menyusun rencana kebutuhan barang daerah melalui usulan kebutuhan dari unit 

kerja/dinas/instansi terkait sebagai pedoman penyusunan skala preoritas 

pengadaan barang daerah;  

6. menyiapkan bahan penyusunan daftar kebutuhan barang milik daerah dan daftar 

kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah sebagai dasar pelaksanaan 

pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah;  

7. menyiapkan bahan penyusunan standarisasi barang dan harga dengan 

mengoordinasikan dengan dinas instansi terkait melalui tim penyusun sebagai 

pedoman pelaksanaan pengadaan barang daerah;  

8. melaksanakan pengadaan barang daerah berdasarkan daftar kebutuhan barang 

yang telah ditetapkan melalui prosedur yang telah ditetapkan;  

9. memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada unit kerja/dinas/instansi 

terkait dalam rangka persiapan pelaksanaan pengadaan barang unit melalui tim 

yang dibentuk oleh unit kerja/dinas/instansi yang bersangkutan;  

10. pelaksanaan administrasi pensertifkatan tanah-tanah milik pemerintah daerah; 

11. menyiapkan dan melaksanakan penyaluran/pendistribusian barang daerah 

kepada unit kerja/dinas/instansi penerima barang sesuai dengan ketentuan serta 

prosedur yang telah ditetapkan guna tertib administrasi barang daerah;  

12. menyiapkan dan melaksanakan penyimpanan, pemeliharaan barang daerah 

melalui perencanaan serta penganggaran yang telah ditetapkan agar semua 

barang daerah selalu dalam keadaan baik dan siap pakai;  

13. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan 

Aset Daerah sesuai tugas dan fungsinya. 

Sub Bidang Pengendalian dan Mutasi Aset mempunyai tugas melaksanaan 

menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengadministrasian Aset 

daerah yang meliputi pembukuan, pencatatan, inventarisasi, pemanfaatan, 
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perubahan status hukum serta penatausahaan Aset daerah. Untuk 

menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang  Pengendalian dan 

Mutasi Aset mempunyai fungsi: 

1. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang 

berhubungan dengan inventarisasi, pemanfaatan serta perubahan status hukum 

sebagai dasar pelaksanaan penatausahaan Aset daerah;  

2. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk tehnis 

dibidang administrasi dan penatausahaan Aset daerah;  

3. melakukan inventarisasi barang daerah melalui penghitungan, pencatatan data 

dan pelaporan dari unit kerja/dinas/instansi serta jenis barang daerah yang ada;  

4. melakukan penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah;  

5. melakukan pengamanan barang daerah melalui tindakan pengendalian dalam 

pengurusan barang dalam bentuk fisik, administrasi serta tindakan upaya 

hukum agar terjaga keutuhan serta kejelasan barang daerah;  

6. menyiapkan dan melakukan perubahan status hukum terhadap barang daerah 

sesuai dengan prosedur serta kebutuhan yang ada guna diketahui kejelasan serta 

kepastian status kepemilikannya;  

7. menyiapkan dan melaksanakan penghapusan barang daerah dengan cara 

melepaskan pemilikan/pengawasan barang daerah serta menghapus 

pencatatannya dari daftar inventarisasi barang daerah sesuai dengan prosedur 

dan ketentuan yang berlaku;  

8. menyiapkan bahan administrasi tukar menukar barang daerah/tukar guling dan 

pemanfaatan barang daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku 

agar lebih berdaya guna;  

9. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan barang daerah 

serta penatausahaan barang daerah yang ada pada unit/dinas/instansi terkait 

secara berkala guna tertib administrasi Aset daerah;  

10. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan 

Aset Daerah sesuai tugas dan fungsinya. 

 

 



 

29 

 

2.5.7  Jabatan Fungsional 

Jabatan Fungsional menjalankan tugas berdasarkan prinsip-prinsi 

koordinasi, integrasi, sinkronisasi , tanggungjawab, wewenang dan fungsi 

keahlihan dan/atau ketrampilan serta  keahlihan tertentu dalam rangka mendukung 

kelancaran tugas dan fungsi dinas. Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan 

Organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan 

sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan 

organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Setiap pimpinan satuan organisasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi 

penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap pimpinan satuan organisasi 

pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bertanggung jawab memimpin 

dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta 

petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. 

Setiap Pimpinan Satuan organisasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab 

kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada 

waktunya. Setiap Laporan yang diterima oleh setiap pimpinan satuan organisasi 

pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dari bawahannya wajib diolah 

dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk 

memberikan petunjuk kepada bawahannya. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian 

tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah 

2.6 Wilayah Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. 

Jepara 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten 

Jepara  berlokasi  di Jl. Kartini, Panggang I, Panggang, Kec. Jepara, Kabupaten 

Jepara, Jawa Tengah 59411 dan Ujungbatu II, Ujungbatu, Kec. Jepara, Kabupaten 



 

30 

 

Jepara, Jawa Tengah 59416. BPKAD merupakan Instansi pemerintah yang 

bergerak dalam bidan pajak daerah. Foto kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah Kab. Jepara dapat dilihat pada Gambar 2.3 dan Gambar 2.4 

Gambar 2. 3 

        Kantor 1 Bidang Anggaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sumber: https://bpkad.jepara.go.id/  

https://bpkad.jepara.go.id/
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Gambar 2. 4 

Kantor 2 Bidang Pendapatan 

 

 

 

 

  

Sumber: klikfakta.com 
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BAB III 

     PEMBAHASAN  

3.1 Gambaran Umum Perpajakan 

Dalam gambaran umum perpajakan terdapat beberapa pembahasan mengenai 

perpajakan yang akan dijabarkan secara rinci agar lebih mudah untuk dipahami. 

Untuk penjelasan gambaran umum perpajakan dapat dilihat sebagai berikut : 

3.1.1 Definisi pajak 

Definisi pajak Berdasarkan UU  KUP Nomor 28 Tahun 2007, pasal 1, ayat 

1, adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Menurut S.I. Djajadiningrat, pajak merupakan suatu kewajiban 

menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu 

keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu bukan 

sebagai hukuman. Dalam peraturan yang telah ditetapkan pemerintah pajak dapat 

dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung yang 

bertujuan untuk memelihara kesejahteraan umum. 

Sedangkan pajak menurut Dr. N. J. Feldmann, Pajak adalah prestasi yang 

dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma 

yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontra prestasi, dan semata-mat 

digunakan untuk menutup pengeleuaran-pengeluaran umum. 

Dari beberapa definisi pajak di atas, memilik maksud dan inti yang sama. 

Maka dapat ditarik kesimpulan pajak adalah merupakan iuran wajib bagi setiap 

warga negara yang bersifat memaksa, sepihak, dan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung, yang telah diatur dalam undang-undang, maksud dari pembayaran 

pajak adalah digunakan pemerintah untuk keperluan negara yang berguna, dan 

beermanaafat bagi kemakmuran rakyat.  

3.1.2  Fungsi Pajak 

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara,  

terkhusus dalam hal pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan 
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negara yang digunakan untuk kebutuhan negara dalam memakmurkan rakyat, 

termasuk dalam pengeluaran dalam pembangunan untuk kebutuhan dalam 

berkehidupan bernegara 

1. Fungsi Anggaran (Budgetair) 

Pajak sebagai sumber pendapatan negara, berfungsi untuk membiayai semua 

pengeluaran negara. Untuk menjalankan keperluan negara dan melaksanakan 

pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini diperoleh dari penerimaan 

pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja 

pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan 

pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan 

dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Pemerintah harus menargetkan 

tabungan agar kebutuhan pembiayaan pembangunan dan pengeluaran negara 

yang lain dapat digunakan secara maksimal. 

2. Fungsi Mengatur (Regulerend) 

Melalui kebijaksanaan pajak Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan 

ekonomi. Dengan fungsi mengatur, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk 

mencapai tujuan. Seperti halnya dalam rangka menggiring penanaman modal, 

baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas 

keringanan pajak. Dalam rangka untuk melindungi produksi dalam negeri, 

pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri atau 

barang import. 

3. Fungsi Stabilitas 

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan 

negara yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat 

dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur 

peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang 

efektif dan efisien. 

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan 

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai 

semua keperluan  negara, termasuk juga untuk membiayai pembangunan 
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sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat 

meningkatkan pendapatan masyarakat dan bermanffat untuk masyarakat. 

3.1.3  Jenis-Jenis Pajak 

Jenis-jenis pajak terbagi menjadi beberapa kelompok, yaitu berdasarkan 

golongan, sifat, dan berdasarkan lembaga pemungutnya : 

1. Menurut golongan. 

Berdasarkan penggolongan pajaknya, pajak dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu: 

a. Pajak Langsung, yakni pajak yang harus di tanggung senidiri oleh wajib 

pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain, melainkan pajak harus 

menjadi tanggungan wajib pajak yang bersangkutan. 

Contoh: pajak penghasilan (PPh), PPh dibayar dan ditanggung oleh [pihak 

yang memperoleh penghasilan tersebut. 

b. Pajak Tidak Langsung, Yaknni pajak yang kebalikannya pajak langsung, 

pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada wajib pajak lain atau 

orang lain. Pajak tidak langsung terjadi jika terjadi sesuatu yang 

menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau 

jasa. 

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPN terjadi karena terfapat 

pertambahan nilai terhadap barang atau jasa.Pajak ini dibayarkan oleh 

penjual atau produsen, tetapai pajak ini juga dapat dibebankan kepada 

pembeli atau konsumen baik secara eksplisit atau implisit. 

2. Menurut Sifat. 

Pajak berdasarkan sifat dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yakni: 

a. pajak subyektif, pajak yang pengenaanya berdasarkan keadaan pribadi 

wajib pajak atau pajak yeng pengenaannya memperhatikan kedadaan 

subjeknya: Contoh: Pajak Penghasilan (PPH), dalan PPH terdapat wajib 

pajak atau subjek pajak, pengenann PPh untuk orang prinbadi tersebut  

memperhatikan  berdasarkan keadaan pribadi wajib pajak (status 

perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya), kedaan pribadi 

wajib pajak tersebut yang akan menentukan besarnya penghasilan tidak 

kena pajak. 
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b. Pajak Objektif, Pajak yang pengennanya berdasarkan keadaan objek pajak, 

yang memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, maupun 

peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak tanpa 

memperhatikan keadaan pribadi pajak atau subjek pajak. Contoh: Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), 

sera Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 

3. Menurut Lembaga Pemungut. 

Pajak berdasarkan lembaga pemungut dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yakni: 

a. Pajak Negara (Pajak Pusat), Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan unruk membiayai pengeluaran negara pada umunya. Contoh: 

PPh, PPN, PPnBM. 

b. Pajak Daerah, Pajak yang dipungun oleh pemerintah daerah, baik daerah 

tingkat I (Provinsi) maupun daerah tingkat II (Kabupaten) dan digunakan 

untuk membiayai keprluan daerah masing-masing pada umunya. Pajak 

Daerah diatur undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Contoh: Pajak Hotel, 

Pajak Restoran, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Parkir, Pajak Bumi dan 

Bangunan Pedesaan  dan Perkotaan.  

3.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak 

 Adapun tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel pajak, asas 

pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak. 

1. Stelsel Pajak. 

Pemungutan pajak dilakukan dengan 3 (tiga) stelsel, beikut ini penjelasannya: 

a. Stelse Nyata (Riil), Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak 

berdasarkan objek pajak sesungguhnya yang terjadi (untuk PPh objeknya 

adalah penghasilan). Oleh karene itu pemungutan pajaknya baru dapat 

dilaksanakan [ada akhir tahun pajak, yakni setelah semua penghasilan 

sesungguhnya dalam suatu tahun pajak pajk diketahui. Kelebihan Stelsel 

Nyata adalah penghitungan berdasarkan penghasilan yang sesungguhnya 

sehingga lebih akurat, sedangkan kekurangan dari stelsel ini baru dapat 

dilakukan pada akhir periode. 
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b. Stelsel Anggapan (Fiktif), Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak 

di hitung berdasarkan suatu anggapan yang diatur dalam undang-undang. 

Kelebihan dari Stelsel Anggaran adalah pajak dapat dibayar selam tahun 

berjalan tanpa harus menunggu akhir suatu tahun, sedangkan untuk 

kekurangan untuk Stelsel Anggaran pajak yang dibayarkan tidak 

berdasarakan penghasilan yang sesungguhnya sehingga penentuan pajak 

menjadi tidak akurat. 

c. Stelsel Campuran, Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak 

berdasarkan kombinasi dari Stelsel Nyata dan Stelsel Anggapan. Pada awal 

tahun besarnya pengenan pajak akan dihitung berdasarkan suatu anggapan, 

dan pada akhir tahun besarnya pengenaan pajak dihitung berdasarkan 

penghasilan yang sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasarkan keadaan 

seungguhnya lebih besar daripada berdasarkan suatu anggapan maka wajib 

pajak harus membayar kekurangan tersebut (PPh pasal 29). Sebaliknya jika 

besarnya pajak berdasarkan keadaan sesungguhnya lebih kecil dariapak 

berdasarkan suatu anggapak maka wajib pajak tersebut dapat meminta 

kembali kelebihan tersebut atau dikompensasikan pada tahun-tahun 

berikutanya, setelah diperhitungkan dengan uang pajak yang lain (PPh Pasal 

23 (a)) 

2. Asas Pemungutan Pajak. 

Dalam pajak terdapat tigas asas pemungutan pajak, berikut penjelasannya: 

a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal), Asas ini menyatakan negara berhak 

mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat 

tinggal di wilayahnya, baik penghasila yang berasal dari dalam negeri 

maupun luar negeri. Setiap wajib pajak yang bertempat tinggal di wilaya 

Indonesia (Wajib Pajak Dalam Negeri) dikenakan atas seluruh penghasilan 

yang diperolehnya, baik berasal dari indonesia maupun luar indonesia. 

b. Asas Sumber, Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak 

bagi setiap wajib pajak yang penghasilannya bersumber di wilayahnya tanpa 

memperhatikan tempat tinggal wajib pajak tersebut. Setiap orang yang 
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memperoleh penghasilan dari Indonesia maka dikenakan pajak dari 

penghasilan yang diperolehnya tersebut. 

c. Asas Kebangsaan, Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak 

dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa 

asing akan dikenakan di indonesia bagi orang asing yang bukan 

berkebangsaan indonesia, tetapi bertempat tinggal di indonesia.  

3. Sistem Pemungutan Pajak. 

Dalalm pemungutan pajak terdapat tiga sistem. Adapaun untuk penjelasannya 

adalah sebagai berikut: 

a. Ofiicial Assessment System, sistem pemungutan pajak yang memberi 

kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak 

yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peratutan perundang-undangan 

perpajakan yang telah berlaku. Dalam sistem ini wewenang sepenuhnya 

berada pada aparatur perpajakan, dengan demikian berhasil atau tidaknya 

pelaksanaan pemungutan pajaknya tergantung pada peran aparatur 

perpajakan. 

b. Self Assessment System, system pemungutan pajak yang memberi 

wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri pajak terutangnya 

setiap tahun sesuai undang-undang perpjakan yang berlaku. Oleh karena 

wajib pajak dianggap mampu dan diberi kepercayaan untuk: 

1) Menghitung sendiri pajak yang terutang 

2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang 

3) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang 

4) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang 

5) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang 

Jadi, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak sebagian besar 

tyergantung pada wajib pajak sendiri. 

c. With Holding System, Sistem Pemungutan pajak yang memberi wewenang 

kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besaranya pajak yang 

terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-perundangan 

perpajakan yeng berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukkan sesuai 
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dengan peratutan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan 

peraturan lainnya untuk memungut, menyetor, dan 

mempertanggungjawabkan melalio sarana perpajakan yang tersedia. Jadi, 

berhasil atau tidaknya pelaksanaan emungutan pajak sebagian besar 

ditentukan oleh pihak ketiga yang telah ditunjuk.  

3.1.5  Tarif pajak 

 Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang telah 

menjadi kewajiban para Wajib Pajak. Tarif pajak ditentukan oleh pemerintah yang 

dapat berupa persentase atau lainnya. Menurut Mardiasmo (2018:11), tarif pajak 

ada 4 (empat) jenis tarif pajak yang dapat dibedakan sebagai berikut: 

1. Tarif Sebanding/Proporsional yaitu berupa persentase yang tetap terhadap 

berapa pun jumlah yang dikenai pajak. Sehingga besarnya pajak yang terutang 

proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Contoh untuk Tarif 

Sebanding, yaitu dalam penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam daerah 

pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif sebesar 10%. 

2. Tarif Tetap yaitu berupa jumlah yang tetap atau sama terhadap berapa pun 

jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang tetap atau 

sama. Contoh Tarif Tetap, yaitu tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro 

tarifnya sebesar Rp 3.000,00. Tarif tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah 

No. 24 Tahun 2000. 

3. Tarif Progresif merupakan persentase tarif yang ketika digunakan semakin 

besar ketika jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Salah satu aturan Tarif 

Progresif terdapat pada Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk 

Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Rincian Tarif Progresif dapat dilihat 

pada. 
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Tabel 3. 1 

Tabel Tarif Progresif 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 

Sampai dengan Rp 50.000.000,00 5% 

Di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 250.000.000,00 15% 

Di atas Rp 250.000.000,00 s.d. Rp 500.000.000,00 25% 

Di atas Rp 500.000.000,00 30% 

Sumber: Mardiasmo (2018:11) 

4. Tarif Degresif merupakan persentase tarif yang ketika digunakan akan semakin 

kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Besarnya pajak yang 

terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar 

pengenaan pajaknya. Untuk dewasa ini Tarif Degresif tidak digunakan dalam 

praktik perpajakan di Indonesia. 

3.2  Gambaran Umum Pajak Bumi dan Bangunan 

 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau sering disingkat 

dengan PBB-P2 adalah salah satu pajak daerah tingkat II atau pajak daerah 

kabupaten. Berikut penjelasannya: 

3.2.1  Definisi Pajak Bumi dan Bangunan 

Menurut Suandy (2002: 64), yang dimaksud Pajak Bumi dan Bangunan 

adalah pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh 

keadaan objek atau bumi, tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang 

membayar) tidak ikut menentukan besar pajak. 

Menurut Suharno (2003: 32) yang dimaksud Pajak Bumi dan Bangunan 

adalah penerimaan pajak pusat yang sebagian besar hasilnya diserahkan kepada 

daerah. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penerimaan 

Pajak Bumi dan Bangunan tersebut dimasukkan dalam kelompok penerimaan bagi 

hasil pajak. 

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat ditarim kesimpulan bahwa 

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul 

karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau 

badan yang memiliki suatu hak atasnya, atau memperoleh manfaat dari padanya. 
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Jika dilihat dari sifatnya, Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang 

bersifat kebendaan. Artinya, besaran pajak terutang ditentukan dari keadaan objek 

yaitu bumi dan/atau bangunan. Sedangkan keadaan subjeknya tidak ikut 

menentukan besarnya barang. Tidak Termasuk Objek Pajak Bumi dan Bangunan. 

Ternyata, tidak semua objek bumi bangunan bisa dikenakan PBB. Terdapat juga 

objek pajak yang tidak dapat dikenakan PBB. Namun, objek pajak tersebut harus 

memiliki kriteria tertentu yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Berikut ini daftar kriteria tersebut: 

1. Objek pajak tersebut digunakan semata-mata untuk kepentingan umum 

dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang 

tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. 

2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan hal 

tersebut. 

3. Objek pajak merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman 

nasional, tanah penggemkbalaan yang dikuasai suatu desa, dan tanah negara 

yang belum dibebani suatu hak. 

4. Objek pajak digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsultan berdasarkan asas 

perlakuan timbal balik. 

5. Objek pajak digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional 

yang ditentukan oleh menteri keuangan. 

3.2.2 Objek Pajak Bumi dan Bangunan 

Tabel 3. 2 

Contoh objek bumi dan bangunan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh objek bumi Contoh objek bangunan 

 Sawah. 

 Ladang. 

 Kebun. 

 Tanah. 

 Pekarangan. 

 Tambang. 

 

 Rumah tinggal. 

 Bangunan usaha. 

 Gedung bertingkat. 

 Pusat perbelanjaan. 

 Pagar mewah. 

 Kolam renang. 

 Jalan tol. 
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3.2.3  Subjek Pajak Bumi dan Bangunan 

Subjek PBB adalah orang pribadi dan badan yang secara nyata memiliki 

hal-hal berikut ini: 

1. Mempunyai hak atas bumi. 

2. Memperoleh manfaat atas bumi. 

3. Memiliki bangunan. 

4. Menguasai bangunan. 

5. Memperoleh manfaat atas bangunan. 

3.2.4  Tarif Pajak Bumi dan Bangunan 

Tarif Tarif PBB-P2 sebgaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) 

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan 

Banguna  Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut:  

1. Untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) 

ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu perseratus) per tahun. 

2. Untuk NJOP diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 

0,2% (nol koma dua perseratus) per tahun. 

3.2.5  Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan 

Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah Nilai Jual Objek Pajak 

(NJOP). NJOP merupakan harga rata-rata atau harga pasar pada transaksi jual beli 

tanah. Dalam hal ini, objek pajaknya adalah bumi dan bangunan. Setiap tahun, 

biasanya Menteri Keuangan dengan mendengarkan pertimbangan bupati/walikota 

menetapkan NJOP. Penetapan tersebut didasarkan atas sejumlah hal seperti: 

1. Dasar penetapan NJOP bumi: 

a. Letak. 

b. Pemanfaatan. 

c. Peruntukan. 

d. Kondisi Lingkungan. 

2. Dasar penetapan NJOP bangunan: 

a. Bahan yang digunakan dalam bangunan. 

b. Rekayasa. 

c. Letak. 



 

42 

 

d. Kondisi lingkungan. 

Selain itu, terdapat juga dasar penetapan NJOP saat tidak ada transaksi jual beli. 

Penjelasannya akan dijabarkan di bawah ini. 

1. Perbandingan Harga dengan Objek Lainnya: objek lain yang dimaksud 

merupakan objek yang masih sejenis, lokasinya berdekatan, memiliki fungsi 

yang sama dengan objek lain yang sudah diketahui nilai jualnya. Penggunaan 

objek lain yang memiliki kriteria tersebut sebagai gambaran yang kurang lebih 

bisa mendekati nilai objek yang dibandingkan. Sehingga NJOP yang ditetapkan 

pun memiliki hitungan yang benar. 

2. Nilai Perolehan Baru: penetapan NJOP dengan nilai perolehan baru yang 

dimaksud adalah dengan menghitung biaya yang sudah dikeluarkan untuk 

memperoleh objek pajak. Penilaian tersebut nantinya akan dikurangi dengan 

penyusutan yang terjadi, seperti penyusutan yang terjadi pada kondisi fisik 

objek pajak. 

3. Nilai Jual Pengganti: nilai jual pengganti yang dimaksud adalah penetapan 

NJOP berdasarkan pada hasil produk onjek pajak. Jadi, nilai jualnya didasarkan 

pada keluaran yang dihasilkan oleh objek pajak itu sendiri. 

3.2.6  Cara Mendaftarkan Objek Pajak Bumi dan Bangunan 

Bagi Anda yang ingin mendaftarkan objek PBB, baik untuk orang pribadi 

maupun badan, Anda harus mendaftarkan Objek Pajak di Kantor Pelayanan Pajak 

(KPP), Kantor Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang wilayah 

kerjanya meliputi letak objek pajak yang akan Anda daftarkan. 

Sesampainya disana, Anda perlu meminta formulir Surat Pemberitahuan 

Objek Pajak (SPOP) yang sudah tersedia secara gratis di KPP dan KP2KP setempat. 

Agar prosesnya berjalan dengan lancar, maka Anda juga perlu memahami hak dan 

kewajiban Anda sebagai pendaftar objek pajak bumi dan bangunan Anda. 

 

3.3 Prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara 

Kewajiban perpajakan dimiliki oleh setiap orang pribadi atau badan yeng 

sudah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif secara bersamaan. Seperti yang 
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sudah dijelaskan sebelumnya Pajak Berdasarkan UU  KUP Nomor 28 Tahun 2007, 

pasal 1, ayat 1, adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan 

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak mempunyai peran yang sangat 

penting dalam keutuhan negara khususnya dalam dalam pembangunan. 

Berdasarkan lembaga pemungut, pajak dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu Pajak 

Pusat dan Pajak Daerah 

Pajak Pusat dipungut langsung oleh pemerintah pusat, sedangkan untuk 

Pajak Daerah masih dibagi menjadi 2 (dua), yaitu Pajak daerah tingkay I 

(Kabupaten) dan Pajak Daerah tingkat II (Provinsi). Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah salahh satu Pajak daerah Kabupaten 

yang perannya cukup penting bagi pendapatan suatu wilayah kabupaten atau kota. 

Oleh karena itu PBB-P2 adalah salah satu Pajak Daerah yang selalu dikejar 

pencapainnya oleh BPKAD Kab. Jepara agar sesuai target.  

Dalam Pemungutan PBB-P2 terdapat prosedur agar kegiatan dapat 

terlaksana dengan baik.  Menurut Mulyadi (2001: 5) prosedur adalah suatu urutan 

kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau 

lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan 

yang terjadi berulang-ulang. Sedangkan menurut Moekijat (1989: 194), ciri-ciri 

prosedur meliputi:  

1. Prosedur harus didasarkan atas fakta-fakta yang cukup mengenai situasi 

tertentu, tidak didasarkan atas dugaan-dugaan atau keinginan.  

2. Suatu prosedur harus memiliki stabilitas, akan tetapi masih memiliki 

fleksibilitas. Stabilitas adalah ketentuan arah tertentu dengan perubahan yang 

dilakukan hanya apabila terjadi perubahan-perubahan penting dalam fakta fakta 

yang mempengaruhi pelaksanaan prosedur. Sedangkan fleksibilitas digunakan 

untuk mengatasi suatu keadaan darurat dan penyesuaian kepada  suatu kondisi 

tertentu.  

Dari beberapa penjelasan di atas maka dapat diambil kesimpulan  bahwa 

Prosedur Pemugutan PBB-P2 adalah suatu urutan kegiatan Pemungutan Pajak 
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Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PPB-P2) yang dilakukan oleh 

beberapa orang atau lebih dalam suatu kelompok atau badan yang berdasarkan atas 

fakta-fakta yang cukup bukan suatu dugaan, stabilititas dan fleksibilitas untuk 

mendapatkan hasil yang akurat.Berikut ini penjelelasnnya. 

Gambar 3.1  

Alur Pajak Bumi dan Bangunan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Bpkad Kabupaten Jepara 

3.3.1  Penentuan Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Pada BPKAD Kab. 

Jepara  

Berdasarkan surat edaran peraturan daerah Kabupaten Jepara Nomor 12 

Tahun 2012 yang berlaku, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotan atau 

disingkat dengan PBB-P2 dipungut pajak atas setiap bumi dan atau bangunan yang 

dimiliki, dimanfaatkan, atau dikuasi oleh orang pribadi atau badan kecuali wilayah 

yang digunakan untuk kegiatan usaha perhutanan, perkebunan, dan pertambangan 

Objek Pajak PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2  surat edaran 

peraturan daerah Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan 

Banguna  Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, 

dikuasai, dan/atau dimanfatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan 

yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.  

1. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah :  
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a. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti 

hotel, pabrik dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan 

kompleks bangunan tersebut;  

b. Jalan tol;  

c. Kolam renang;  

d. Pagar mewah;  

e. Tempat olahraga;  

f. Galangan kapal, dermaga;  

g. Taman mewah;  

h. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, dan  

i. Menara.  

2. Objek Pajak yang tidak dikenakan PBBP2 adalah objek pajak yang : 

a. Digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan 

pemerintahan; 

b. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang 

ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak 

dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. 

c. Digunakan untuk kuburan umum, peninggalan purbakala, atau yang sejenis 

dengan itu; 

d. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, 

tanah penggembalaan yang dikuasai oleh Desa, dan tanah negara yang 

belum dibebani suatu hak; 

e. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas 

perlakuan timbal balik; 

f. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang 

ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. 
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Gambar 3.2 

Penentuan Objek Pajak Bumi dan Bangunan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: BPKAD Kabupaten Jepara 

3.3.2 Pengenaan dan Cara Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan Pada 

BPKAD Kab. Jepara 

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Surat Peraturan Daerah 

Kabupaten Jepara Yang berlaku dalam pasal 6, 

1. Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-

P2) adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). 

2.  Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) 

tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai 

dengan perkembangan wilayahnya. 

3. Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 

Bupati. 
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Adapun untuk tarif PBB-P2 yang telah ditetapkan dalam pasal 7 sebagai 

berikut : 

1. Untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) 

ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu perseratus) per tahun 

2. Untuk NJOP diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 

0,2 % (nol koma dua perseratus) per tahun. 

Sedangkan untuk menghitung besaran pokok PBB-P2 yang terutang 

dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam penjelasannya 

diatas (Pasal 7) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 

6 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).yang menjelaskan Besarnya NJOPTKP ditetapkan 

sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. 

3.3.3 Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pada BPKAD Kab. Jepara 

Dalam runtutan pembayaran Pajak Bumi dan Bagunan Perdesaan dan 

Perkotaan (PBB-P2) pada BPKAD Kab. Jepara dapat dilihat sebgai berikut:  

1. Pajak yang terutang berdasarkan SPPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 

ayat (1) harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan Sejak tanggal 

diterimanya SPPT oleh wajib pajak.  

2. SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan keberatan, dan 

Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar 

bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka 

waktu paling lama 1 (satu) bulan Sejak tanggal diterbitkan.  

3. Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang 

ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengasur 

atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua 

persen) setiap bulan.  

4. Pajak yang terutang dibayar ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lainnya 

yang ditunjuk oleh Bupati.  

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, angsuran 

dan penundaan pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati.  
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Dengan adanya pandemi Covid-19 seperti sekarang, BPKAD Kabupaten 

Jepara lebih menyarankan agar wajib pajak dalam membyar pajak untuk lewat 

daring (online) saja, guna membantu pemerintah untuk mensukseskan program 

pemutusan penyebari virus Covid-19 dengan cara mengurangi kontak fisik secara 

langsung dengan orang lain.  

Gambar 3.3 

Pembyaran Pajak Bumi dan Bangunan 

Sumber: Bpkad Kabupaten Jepara 
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Gambar 3.4 

Alur Cek Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan 

Sumber: Bpkad Kabupaten Jepara 

3.4 Kendala dalam Prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara 

 Berdasarkan data yang didapatkan penulis dengan melakukan wawancara 

dengan aparatur kantor BPKAD Kabupaten Jepara. Dalam melaksanakan tugasnya, 

terdapat beberapa kendala yang dialami oleh BPKAD Kabupaten Jepara, berikut 

penjelasannya. 

1. Terdapat beberapa oknum (wajib pajak) yang memang tidak taat dalam 

membayar Pajak Bumi dan Bangunan, ada yang bayarnya sering telat atau 

bahkan tidak membayar pajak. 

2. Dana Pajak Bumi dan Bangunan sudah dihimpun ke daerah, namun dari pihak 

aparatur daerah yang belom menyetorkan pada Pihak BPKAD Kabupaten 

Jepara. 

3. Sedikitnya pengetahuan tentang bagaimana cara dan Sitem membayar Pajak 

Bumi dan Bangunan  damn kurangnya kesadaran untuk mencari tahu akan 

pentingnya pajak  
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3.5 Perbandingan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 dan Tahun 2020 

Pada BPKAD Kab. Jepara 

Pada masa pandemi virus Covid-19 seperti sekarang, yang perkembangan 

kasusnya mulai merajalela di Indonesia pada bulan Maret tahun 2020 lalu hingga 

sekarang ini, membawa berbagai dampak dari banyak aspek. Aspek ini menyakut 

aspek kehidupan sosial bermasyarakat, aspek kesehatan, aspek ekonomi, dan 

lain sebagainya. Menurut survei yang dilakukan oleh CNN Indonesia pada tahun 

2020 lalu di portal berita resmi CNN menyatakan bahwa dampak pandemi 

penyebaran virus Covid-19 di Indonesia yang terparah adalah mengenai aspek 

perekonomian. Dengan adanya kasus Covid-19 ini membawa perubahan yang 

drastis dibidang perekonomian, sebanyak 35,2% UMKM dan usaha industri harus 

mengalami kebangkrutan sebagai akibat adanya pandemi ini. Sehingga 

menciptakan kondisi perekonomian yang tidak menentu dan cenderung tidak stabil 

dikarenakan banyak pekerja yang berubah statusnya menjadi pengangguran akibat 

pemutusan hubungan kerja yang dilakukan secara masal oleh beberapa pelaku 

usaha yang turut mengalami gejolak perekonomian di masa pandemi ini.  

 Dengan kondisi seperti ini yang mengakibatkan perekonomian negara dapat 

turun dengan cukup drastis, tidak terkecuali dengan pendapatan daerah. PBB-P2 

pada BPKAD Kabupaten Jepara adalah salah satu pendapatan daerah yang 

mengalami penurunan, apalagi mengingat PBB-P2 adalah pajak yang pendapatan 

cukup besar dibanding dengan pajak-pajak daerah lainnya. Berdasarkan data yang 

penulis dapatkan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten 

Jepara, pendapatan daerah dari Pajak Bumi dan Bagunan Perdesaan dan Perkotaan 

Kabupaten Jepara mengalami Penurunan yang sagnat signifikan pada tahun 2020 

jika dibandingkan dengan tahun 2019. Berikut penulis sajikan ringkasan 

rekapannya dalam bentuk Tabel 3.3 berikut. 
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Tabel 3. 3 

Data Penerimaan PBB-P2 BPKAD Kab. Jepara Tahun 2019-2020 
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan Uraian yang telah penulis jelaskan diatas makan penulis dapat 

menarik kesimpulan, Pendapatan daerah dari PBB-P2 adalah salah satu pendapatan 

daerah yang mempunyai peran penting dalam sektor ekonomi daerah, maka tidak 

heran jika BPKAD Kab. Jepara selalu berusaha semaksimal mungkin untuk 

mendapat pencapaian yang maksimal juga. Pendapatan daerah dari pembayaran 

PBB-P2 Kabupaten Jepara pada kurun waktu periode tahun 2019 ke tahun 2020 

mengalami penurunan performa yang signifikan. Dari total keseluruhan pokok 

SPPT PBB-P2 yang didapatkan dalam penerimaan pada tahun 2019 sebesar Rp 

34.297.190.050,- dari total target penerimaan yang seharusnya diterima adalah 

sebesar Rp 37.495.680.439,- angka performanya berada pada 91,47%. Sedangkan 

pada tahun 2020 mengalami penurunan performa sebesar 1.01% dengan rincian 

total keseluruhan pokok SPPT PBB-P2 yang didapatkan dalam penerimaan pada 

tahun 2019 sebesar Rp 42.914.158.082,- total target penerimaan yang seharusnya 

diterima adalah sebesar Rp 47.440.787.162,- dimana menunjukkan angka 

performanya sebesar 90,46%. Hal ini merupakan dampak dari adanya pendemi 

Covid-19, yang berdampak besar terhadap sektor ekomi yang menurun dan 

pendapatan daerah menurun drastis.  Semua itu bisa terjadi dikarenakan adanya 

Pandemi ini membuat manusia tidak bisa melakukan kegiatan dengan normal 

seperti biasanya misalnya kerja, banyaknya orang yang terkena PHK yang berakibat 

bertambahnya pengangguran, Semua Pariwisata ditutup. 

 Penggunaan metode pelayanan pajak daerah secara daring atau online 

khususnya e-pbb ini menjadi salah satu solusi tepat yang mungkin dapat 

memulihkan pendapatan daerah ditengah kondisi masa pandemi Covid-19 yang 

terjadi sekarang ini. Dengan adanya pelayanan secara daring atau online diharapkan 

dapat membuat warga aktif unutk tetap membyar PBB-P2 secara online (e-pbb) 

tanpa harus melanggar peraturan pemerintah untuk menghindari kontak fisik 

dengan orang lain secara langsung mengeani upaya penekanan Virus Covid-19 .. 

Metode pelayanan secara daring dilakukan secara aktif pada BPKAD Kabupaten 
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Jepara pada masa pandemi, tepatnya pada tahun 2020 lalu hingga sekarang. Namun 

pada kenyataannya metode pelayana pajak online ini masih belom bisa terlaksana 

secara efektif 100% (Seratus Persen) dikaerenak masih banyaknya warga yang 

belum mengetahui bagaimana cara menggunakan sitstem tersebut. 

4.2 Saran 

 Berdasarkan pemaparan yang telah penulis sampaikan sebelumnya, penulis 

mempunyai saran sebagi berikut: 

1. Diaharapkan Kantor BPKAD Kabupaten Jepara untuk lebiih meningkatkan 

penyuluhan dalam rangka sosialisasi kewajiban para wajib pajak, sehingga 

wajib pajak bisa lebih memahami fungsi dan tujuan dari pajak itu sendiri, dan 

menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pajak dan membyar tepat waktu. 

2. Aparatur Pajak mungkin dapat mencari langkah-langkah yang dapat membuat 

wajib pajak termotivasi agar dapat membayar pajak dengan tertib, misal seperti 

mengasih tenggah waktu, mengdakan sosialisasi yang menarik, atau 

memberikan hadiah kepada wajib pajak yang membayar lebih awal sebagai 

apresiasi. 

3. Gencar melakukan sosialisasi kepada msayarakat mengenasi sitem pelayanan 

pajak yang sekarang sudah bisa dilakukan secara daring atau online yang 

tentunya lebih mudah dari metode sebelumnya (offline) serta diberi pembinaan 

agar masyarakat dapat memhamai bagaimana cara dalam menggunakan sistem 

tersebut karena tidak sedikit juga masyarakat yang belum mengetahui dalam 

menggunakannya. 

  



 

54 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan 

Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan. 

Perautran Bupati Jepara Nomor 61 Tahun 2016 Tntang Kedudukan, Susunan   

Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara 

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

Resmi, Siti. 2019. PerpajakanTeori dan Kasus. Edisi 11-Buku 1, Yogyakarta: 

Salemba Empat 

Moekijat. 1989. Tata Laksana Kantor. Bandung: Alumni. 

Mulyadi. 2001. Sistem Akuntasi. Jakarta: Salemba Empat 

Mardiasmo. 2018. Perpajakan Edisi Terbaru 2018. Yogyakarta: Penerbit Andi. 

Suandy, Early. 2002. Hukum Pajak. Yongyakarta: Salemba Empat 

Suharno. 2003. Potret Perjalanan Pajak Bumi dan Bangunan. Jakarta: Perpustakan 

Nasional 

Bpkad.Jepara.go.id, 2021. Visi Misi Bpkad Jepara 

https://bpkad.jepara.go.id/visi-dan-misi/ (diakses 14 Februari 2021) 

djponline.pajak.go.id, 2021. Fungsi Pajak 

https://www.pajak.go.id/id/fungsi-pajak/ (diakses 22 Februari 2021) 

Accurate.id, 2021. Pengertian Logo 

https://accurate.id/marketing-manajemen/pengertian-logo/ (diakses 27 

Maret 2021) 

Www.Online-Pajak.com, 2021. Mengenal Pajak Bumi dan Bangunan 

https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/pajak-bumi-dan-bangunan 

(diakses 27 Maret 2021) 

 

https://bpkad.jepara.go.id/visi-dan-misi/
https://www.pajak.go.id/id/fungsi-pajak/
https://accurate.id/marketing-manajemen/pengertian-logo/
http://www.online-pajak.com/
https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/pajak-bumi-dan-bangunan


 

55 

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

Lampiran I Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB-P2 
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Lampiran II Rekapitulasi Penerimaan PBB-P2 Tahun 2019 



 

57 

 

  



 

58 

 

  Lampiran III Rekapitulasi Penerimaan PBB-P2 Tahun 2020 



 

59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

60 

 

Lampiran IV  Kartu Konsul Tugas Akhir 

Bukti Konsultasi 

Nama    : Gusti Rangga Alamsyah 

NIM    : 40011118060091 

Pembimbing  : 1) Andri Prastiwi, SE, M.Si, Akt 

     2) Ropinov Saputro, S.E., M.M. 

Judul Tugas Akhir  : Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pada 

Badan Pengelolaan keuangan dan aset Daerah Kabupaten 

Jepara 

No Tanggal Materi Konsultasi 
TTD 

PA 1 PA 2 

1 22-Jan-21 Pengajuan Judul 

 

  

2 13-Feb-21 Pengajuan Bab 1 dan Bab 2 

 

  

3 20-Mar-21 Revisi Bab II 

 

  

4 25-Mar-21 Tugas Akhir Bab I-IV 

 

  

5 08-Mei-21 Revisi Bab I-IV 

 

  

6 11-Juni-21 Revisi dan ACC 

 

  

 

 


	HALAMAN PENGESAHAN
	TUGAS AKHIR
	KATA PENGANTAR
	DAFTAR ISI
	DAFTAR TABEL
	DAFTAR GAMBAR
	DAFTAR LAMPIRAN
	BAB I
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Ruang Lingkup Penletian
	1.3 Tujuan Pemulisan dan Kegunaam Penulisan
	1.3.1 Tujuan penulisan
	1.3.2 Kegunaan penulisan

	1.4 Cara Pengumpulan Data
	1.4.1 Metode Pengumpulan Data
	1.4.2 Jenis Data


	BAB II
	2.1 Sejarah Berdirinya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah   Kab. Jepara
	2.2  Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan  dan  Aset Daerah
	2.2.1  Visi BPKAD Kab. Jepara
	2.2.2  Misi BPKAD Kab. Jepara
	2.2.3  Tujuan BPKAD Kab. jepara

	2.3 Logo Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Jepara.
	2.4 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Jepara
	2.5 Susunan Kepegawaian dan Tugasnya Masing-masing di BPKAD Kab. Jepara
	2.5.1  Kepala BPKAD Kab. Jepara
	2.5.2  Sektretariat BPKAD Kab. Jepara
	2.5.3  Pendapatan
	2.5.4  Anggaran BPKAD Kab. Jepara
	2.5.5  Bendahara dan Kas Daerah
	2.5.6   Bidang Akuntansi dan Aset Daerah
	2.5.7  Jabatan Fungsional

	2.6 Wilayah Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Jepara

	BAB III
	3.1 Gambaran Umum Perpajakan
	3.1.1 Definisi pajak
	3.1.2  Fungsi Pajak
	3.1.3  Jenis-Jenis Pajak
	3.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak
	3.1.5  Tarif pajak

	3.2  Gambaran Umum Pajak Bumi dan Bangunan
	3.2.1  Definisi Pajak Bumi dan Bangunan
	3.2.2 Objek Pajak Bumi dan Bangunan
	3.2.3  Subjek Pajak Bumi dan Bangunan
	3.2.4  Tarif Pajak Bumi dan Bangunan
	3.2.5  Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan
	3.2.6  Cara Mendaftarkan Objek Pajak Bumi dan Bangunan

	3.3 Prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara
	3.3.1  Penentuan Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Pada BPKAD Kab. Jepara
	3.3.2 Pengenaan dan Cara Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan Pada BPKAD Kab. Jepara
	3.3.3 Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pada BPKAD Kab. Jepara

	3.4 Kendala dalam Prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara
	3.5 Perbandingan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 dan Tahun 2020 Pada BPKAD Kab. Jepara

	BAB IV
	KESIMPULAN DAN SARAN
	4.1 Kesimpulan
	4.2 Saran

	DAFTAR PUSTAKA
	LAMPIRAN-LAMPIRAN

